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Abstract 

This research aims is to determine the school financial characteristics and supervision on the effectiveness of 

financial management of Vocational School in North Bengkulu. In this study the object of research is the 

school treasurer, treasurer committee, Chairman of Komita, and principal. Characteristics of school finance at 

are good or run according to the rules. Monitoring of financial management is also indispensable in the 

financial management of vocational schools. The results of the study indicate that the respondents' answers 

tend to agree to some point of activity carried out by the principal, school committee, treasurer, etc. The school 

financial management process should be efficient, cost-effective and financially appropriate, financial 

management must be well-directed and controlled in accordance with the original plan, program/activity, be 

open or transparent, and wherever possible using the capability/revenue outcome of funds which has been 

targeted through the previous plan is quite possible, so that the effectiveness of financial management can work 

well.. 
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1. Pendahuluan 

Pengawasan pengelolaan keuangan sekolah harus terlaksana dengan maksimal. Dinas Pendidikan 

melakukan pengawasan pada pihak sekolah,dan pihak sekolah  melaporkan apa saja pendapatan 

yang diperoleh serta daftar belanja tahunan  tersebut sebelum  melakukan pertemuan dengan 

orangtua siswa. Inspektorat melakukan pengawasan setelah pelaksanaan dari belanja dan pendapatan 

yang didapat sekolah.  Namun pada pelaksanaannya Inspektorat masih minim mengenai pengawasan 

dana dari masyarakat karena belum adanya aturan mengenai penggunaanya dan pihak sekolah  

sendiri juga kurang terbuka mengenai dana dari masyarakat  karena  kurang  maksimalnya  peran 

Komite Sekolah. Selain dari ketiga pihak itu dibutuhkan juga kerjasama dari pihak masyarakat guna 

pengawasan langsung di sekolah tersebut. Seperti pada Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2010 ”Pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal”. 

Pengelolaan keuangan di bidang pendidikan merupakan salah satu substansi yang akan turut 

menentukan  berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah.Kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan 

melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau 

pengendalian. 
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Gojali dan Umiarso (2010) menjelaskan bahwa keuangan di sekolah merupakan bagian yang 

amat penting karena setiap kegiatan membutuhkan dana, untuk itu sekolah membutuhkan 

manajemen yang baik. Pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas 

mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan 

pertanggung jawaban keuangan sekolah. Dengan adanya pengelolaan yang baik maka semua yang 

terhubung dengan keuangan akan baik juga, tetapi tetap harus dilakukan pengawasan atau sebuah 

bentuk transparansi pengelolaan keuangan tersebut. 

Sumber dana sekolah berasal dari Instansi Pusat, Instansi Daerah, dan Masyarakat (Peraturan 

Instansi Nomer 48 tahun 2008).Peningkatan kualitas pendidikan harus didukung dengan adanya 

dana, sumber daya manusia, dan material (Hapenciuc et al.2007). Pengelolaan dan 

pertanggungjawaban dana keuangan sekolah mengacu pada pengelolaan keuangan Negara. UU 17 

Tahun 2003 tentangkeuangannegara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan 

negara menyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh instansi (pusat 

dan/daerah) harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan. 

Hasil penelitian tentang karakteristik, keuangan sekolah, pengawasan dan pengelolaan keuangan 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang berkaitan dengan  karakteristik keuangan 

sekolah pernah  dilakukan oleh Windarti (2015) hasil penelitiannya yaitu, karakteristik pengelola 

keuangan sekolah diproksikan sebagai tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, usia, 

pengalaman, dan gender dan terbukti berdasarkan hasil angket bahwa transparansi berpengaruh 

terhadap efektivitas pengelolaan keuangan sekolah.  

2. Tinjauan Pustaka 

2.1. Karakteristik Keuangan Sekolah 

Secara etimologis istilah karakteristik  merupakan susunan dua kata yang terdiri dari kata; 

karakteristik dan tafsir. Istilah karakteristik diambil dari bahasa Inggris yakni characteristic, yang 

artinya mengandung sifat khas. Ia mengungkapkan sifat-sifat yang khas dari sesuatu.  Karakteristik 

pengelolaan sumber daya keuangan dapat digambarkan dalam pengelolaan aset dan belanja yang 

tersaji dalam neraca dan laporan realisasi anggaran yang merupakan bagian dari laporan keuangan. 

2.2. Prinsip-Prinsip  Pengelolaan Keuangan Sekolah 

Karakteristik pengelolaan keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-

Undang No. 20 tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan 

pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Di samping itu prinsip 

efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, 

yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.. 
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2.3. Pengawasan Pengelolaan Keuangan 

 Proses pengawasan adalah serangkaian tindak dalam melaksanakan pengawasan. Langkah-

langkah dalam pengawasan baik fungsional maupun pengawasan  melekat (pengawasan atasan 

langsung) menurut Stoner (1987): 

• Penetapan beberapa jenis standar/patokan yang dipergunakan, berupa ukuran, kuantitas, 

kualitas, biaya, dan waktu. 

• Membandingkan/mengukur kenyataan yang sebenarnya terhadap standar. 

• Mengidentifikasi penyimpangan dan sekaligus pengambilan koreksi. 

Dapat disimpulkan bahwa standar pengawasan pada dasarnya merupakan standar pelaksanaan 

yang dijadikan pedoman kerja dalam melaksanakan tugasnya.  

2.4. Langkah-langkah Pengawasan  

Proses pengawasan mencakup kegiatan berikut: pemahaman tentang ketentuan pelaksanaan dan 

masalah yang dihadapi, menentukan obyek pengawasan, menentukan sistem, prosedur, metode dan 

teknik pengawasan, menentukan norma yang dapat dipedomani, menilai penyelenggaraan, 

menganalisis dan menentukan sebab penyimpangan, menentukan tindakan korektif dan menarik 

kesimpulan atau evaluasi. Sedangkan Kadarman dan Udaya (1992), Manullang (1990) maupun 

Swastha (1985) menyebutkan  langkah  pengawasan itu meliputi: menetapkan  standar, mengukur 

prestasi kerja dan membetulkan penyimpangan. Dilakukannya penetapan standar, mengingat 

perencanaan merupakan tolok ukur untuk merancang pengawasan, maka hal itu berarti bahwa 

langkah pertama dalam pengawasan adalah menyusun rencana, akan tetapi perencanaan memiliki 

tingkat yang berbeda dan pimpinan tidak mengawasi segalanya, maka ditentukan adanya standar 

khusus.Selanjutnya mengukur atau mengevaluasi prestasi kerja terhadap standar yang telah 

ditentukan dan membetulkan penyimpangan yang terjadi.Jika ada penyimpangan dapat segera dan 

cepat dilakukan pembetulan.   

2.5. Sasaran dan Jenis Pengawasan  

Sasaran  pengawasan dapat dikelompokkan berdasarkan dimensi berikut ini. 

• Dimensi kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau 

kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai.  

• Dimensi kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai 

dengan ukuran dan rencana.  

• Dimensi fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan 

pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula.  

• Dimensi efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara 

hemat dan cermat  

2.6. Jenis Pengawasan 

Pengawasan dapat dilakukan dalam beberapa jenis, yaitu:  

• Pengawasan intern, yaitu pengawasan terhadap semua unit dan bidang kegiatan yang ada di 

dalam organisasi.  
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• Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawasan dari luar 

organisasi yang mempunyai wewenang mengawasi.  

• Pengawasan terus menerus, yaitu pengawasan yang tidak tergantung pada waktu tertentu, lebih 

merupakan kegiatan pengawasan rutin.  

• Pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu, 

berdasarkan rencana yang ditujukan terhadap masalah umum.  

• Pengawasan insidental, yaitu pengawasan yang dilaksanakan secara mendadak di luar rencana 

kerja rutin atau berdasarkan keperluan..  

2.7. Perangkat Aparat Pengawasan Negara  

Pengawasan sebagai sebuah proses yang terdiri atas tahapan kegiatan yang saling terkait. 

Dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan 

adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara efisien 

dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Pelaksanaan Pemeriksaan Kas Bendaharawan. Pemeriksaan Tata Usaha Keuangan 

Bendaharawan.  Prosedur Pemeriksaan:  

• Memeriksa apakah seluruh transaksi telah dicatat ke dalam buku kas umum maupun ke dalam 

buku kas pembantu secara tepat jumlah dan tepat waktu.  

• Meneliti apakah seluruh pencatatan telah didukung dengan bukti yang sah dan lengkap  

• Memeriksa apakah dokumen/ data yang berhubungan dengan keuangan telah disampaikan dan 

dicatat secara tertib.  

Langkah kerja pemeriksaan organisasi  

• Pemeriksa meminta fotokopi SK Pengangkatan bendaharawan belanja rutin dan atasan 

langsung bendaharawan belanja rutin.  

• Periksa apakah Bendaharawan merangkap jabatan . 

• Dapatkan struktur organisasi keuangan dan perlengkapan, serta teliti apakah telah ada uraian 

tugas yang mencerminkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas.  

Langkah kerja pemeriksaan bukti/ data keuangan  

• Meneliti kesesuaian pembayaran atas pengadaan barang/ pekerjaan pemeliharaan dengan 

rencana dan kebutuhan masing-masing unit kerja dengan memperhatikan efisiensi dan 

efektivitas  

• Mengelompokkan cara pelaksanaan barang/ pekerjaan pemeliharaan untuk memeriksa 

kebenaran prosedur. 

• Meneliti apakah ada pengadaan yang dipecah-pecah untuk menghindari pelelangan. 

• Memeriksa apakah rekanan yang melaksanakan pengadaan barang, pekerjaan pemeliharaan 

telah memenuhi syarat untuk pekerjaan yang dilaksanakan.  

• Memeriksa apakah SPK/ kontrak telah memenuhi syarat  

• Memeriksa apakah dalam setiap pengadaan barang/ pekerjaan pemeliharaan telah menggunakan 

barang/jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang telah dapat diproduksi dalam negeri.  

• Memeriksa apakah harga barang/ pekerjaan sudah merupakan harga yang paling rendah dan 

menguntungkan bagi negara.  

• Memeriksa apakah penerimaan barang, penyelesaian pekerjaan dibuatkan berita acara 

penerimaan penerimaan barang/penyelesaian pekerjaan  

• Memeriksa apakah bukti pembayaran/ kuitansi telah memenuhi syarat.  
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2.8. Pengelolaan Keuangan Efektif 

Pengelolaan keuangan menurut, Asmani (2012) ialah suatu kata yang berasal dari kata “kelola” 

mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala 

potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan. 

Selain itu Sa’ud dan Makmun (2009) menyatakan perencanaan merupakan proses penyusunan 

berbagai keputusan yang akan dilaksanakan  pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. 

2.9. Pengelolaan Keuangan Sekolah 

Menurut Depdiknas (2000) bahwa pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan dan 

ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban 

dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian 

aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, 

pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan sekolah. 

Seorang pengelola keuangan harus mempunyai pikiran yang kreatif dan dinamis. Hal ini penting 

karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang pengelola keuangan berhubungan dengan masalah 

keuangan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah.  

 

2.10. Sumber-sumber Keuangan Sekolah 

Sumber-Sumber keuangan yang diperoleh oleh Sekolah ialah: 

• DIK.  Dana dari instansi disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan 

(DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim 

disebut dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan di dalam DIK biasanya ditentukan 

berdasarkan jumlah siswa kelas I, II dan III. Mata anggaran dan besarnya dana untuk masing-

masing jenis pengeluaran sudah ditentukan Instansi di dalam DIK. Pengeluaran dan 

pertanggung jawaban atas pemanfaatan dana rutin (DIK) harus benar benar sesuai dengan mata 

anggaran tersebut. 

• BOS. Dijelaskan dalam UUD Negara RI pasal 31 ayat (2) bahwa “setiap warga negara wajib 

mengikuti pendidikan dasar dan instansi wajib membiayainya”. Pada akhirnya membawa 

konsekuensi alokasi belanja negara di bidang pendidikan sebesar 20% dari APBN. Dalam 

perkembangannya adalah, muncul kebijakan instansi dalam alokasi dana Bantuan Operasional 

Sekolah.  Pasal 34 ayat 2 juga menyebutkan bahwa Instansi dan instansi daerah menjamin 

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, 

sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara 

yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Instansi, instansi daerah, dan masyarakat.   

• Dana dari Orang Tua Siswa.  Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran 

komite.besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh 

rapat komite sekolah.  

• Dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama 

anaknya menjadi siswa di sekolah. 
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• Dana incidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali selama tiga 

tahun menjadi siswa (pembayarannya dapat diangsur). 

• Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan 

bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun. 

• Dana dari Masyarakat.  Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat 

dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan 

pendidikan di suatu sekolah.Sumbangan sukarela yang diberikan tersebut merupakan wujud 

dari kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan pendidikan. 

• Dana dari Alumni.  Bantuan dari para Alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah tidak 

selalu dalam bentuk uang (misalnya buku-buku, alat dan perlengkapan belajar). Namun dana 

yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela yang tidak 

mengikat dari mereka yang merasa terpanggil untuk turut mendukung kelancaran kegiatan-

kegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. Dana ini ada yang diterima langsung dari 

alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara reuni sekolah. 

• Dana dari Kegiatan Wirausaha Sekolah.  Komponen keuangan sekolah merupakan komponen 

produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar bersama komponen-

komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. 

3. Metode Penelitian 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan  kualitatif yang berbentuk 

studi kasus.  Studi kasus itu sendiri ialah studi yang  mempelajari fenomena khusus yang  hadir 

dalam suatu konteks yang dibatasi  dan kasus ini dapat berupa individu,  peran, kelompok kecil, 

organisasi, komunikasi atau bahkan suatu bangsa  Poerwandari (1998).  

Dengan pembahasan yang cermat dan mendalam, maka penelitian ini akan berusaha 

memaparkan mengenai karakteritik keuangan,  pengawasan dan transparansi pada efektivitas 

pengelolaan keuangan diSekolah Kejuruan  Bengkulu Utara. 

3.2. Objek Penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian ialah beberapa staff, Bendahara sekolah, 

Bendahara komite, Ketua Komita, dan Kepala sekolah.Objek penelitian diambil dari 2 (dua) 

sekolah, yaitu SMKN 1 Bengkulu Utara dan SMKN 2 Bengkulu Utara Di kota Argamakmur. 

3.3. Data Penelitian 

Data primer merupakan informasi utama dalam penelitian, meliputi seluruh data yang diperoleh 

melalui kegiatan observasi dan penyebaran kuisioner kepada pihak-pihak terkait pelaksanaan 

pengelolaan keuangan dilokasi penelitian seperti Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Ketua 

Komite, Bendahara Komite, Kepala TU. 
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3.4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan  teknik dalam  memeriksa dan menganalisis data sehingga 

menghasilkan data yang absah dan benar-benar dapat dipercaya. Proses analisis data dalam 

penelitian studi kasus, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu yakni dengan menganalisis hasil kuisioner yang sudah 

diisi oleh sampel/objek penelitian. Hasil kuisioner akan dihitung berdasarkan skala likert sebagai 

acuan. 

Hasil dari kuisioner akan menunjukan persentase yang diperoleh dari hasil jawaban para 

sampel/informan melalui proses penelitian berupa penyebaran kuisioner kepada pihak terkait di 

SMKN1 Bengkulu Utara dan SMKN 2 Bengkulu Utara Di kota Argamakmur. 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1. Profil Sekolah Kejuruan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu jenjang pendidikan menengah dengan 

kekhususan mempersiapkan lulusannya untuk siap bekerja. Pendidikan kejuruan mempunyai arti 

yang bervariasi namun dapat dilihat suatu benang merahnya.  

Menurut Djojonegoro (1999) mendefinisikan bahwa pendidikan kejuruan adalah bagian dari 

sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok 

pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Dengan pengertian 

bahwa setiap bidang studi adalah pendidikan kejuruan sepanjang bidang studi tersebut dipelajari 

lebih mendalam dan kedalaman tersebut dimaksudkan sebagai bekal memasuki dunia kerja. 

SMKN 1 Bengkulu Utara ialah sekolah kejuruan yang dipilih sebagai objek penelitian yang 

pertama.SMKN 1 Bengkulu Utara terletak di JL. Taba Tembilang, Taba Tembilang, Kec. Arga 

Makmur, Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu. Sekolah keujuran selanjutnya yang dipilih sebagai 

objek penelitian ialah SMKN 2 Bengkulu Utara. Sekolah kejuruan ini terletak di JL. Kolonel 

Alamsyah, Gunung Agung, Kec. Arga Makmur, Kab. Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu. 

4.2. Hasil Penelitian 

Jumlah kuisioner yang disebarkan ke responden sejumlah 22 orang (100%). Dari jumlah 

kuisioner tersebut yang dikembalikan sebanyak 21 (95.5%). Kuisioner yang tidak kembali 

dikarenakan beberapa penyebab antara lain pengembalian melebihi batas waktu yang ditentukan. 

Jumlah kuisioner yang kembali tidaksemua digunakan karena ada 1 (satu) kuisioner yang tidak 

lengkap seperti jabatan dan masa kerja yang belum ditulis sebanyak 1 (4.5%). Jika data karakteristik 

tidak diisi secara lengkap maka tidak dapat diolah karena karakteristik merupakan variabel 

penelitian.Berdasarkan kuisioner yang kembali, kuisioner yang lengkap dan memenuhi syarat untuk 

diolah sebanyak 20 kuisioner  (95.5%). 

4.3. Profil Responden  

Responden yang berperan sebagai pengelola keuangan sekolah mempunyai tingkat pendidikan 

yang berbeda-beda, mulai dari tingkat SMA/SMK sampai S2.Pendidikan terdiri dari 5 kategori yaitu 
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SMA/SMK, D1/D/2/D3, S1, S2, dan S3. Pada umumnya tingkat pendidikan pengelola keuangan 

sekolah di SMKN di Kota Argamakmur Bengkulu Utara  adalah sudah cukup tinggi yaitu rata-rata 

S1 sebanyak 12 responden (53,4%) dan belum ada yang mempunyai tingkat pendidikan S3. 

Responden yang mempunyai tingkat pendidikan SMA/SMK jumlahnya yaitu 3 responden 

(13.35%), sedangkan paling sedikit jumlahnya yaitu tingkat pendidikan S2 hanya 2 responden 

(8.9%). 

Latar belakang pendidikan responden sangat variatif dan berbeda- beda. Hal ini disebabkan 

karena sebagian besar pengelola keuangan merupakan guru yang mempunyai latar belakang sesuai 

dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Responden atau pengelola keuangan tidak harus 

mempunyai latar belakang pendidikan dari keuangan dan akuntansi. Responden rata-rata 

mempunyai latar belakang pendidikan dari non-keuangan dan akuntansi sebanyak 14 responden 

(62.38%). Responden yang berasal dari keuangan dan akuntansi sebanyak 8 responden (35,6%).  

Jabatan Responden pada penelitian ini beragam yaitu terdiri dari Kepala Sekolah, Ketua Komite, 

Kepala TU, Wakil Kepala Sekolah,  Wakil Kepala TU, Wakil Ketua Komite,  Bendahara Sekolah, 

Bendahara Komite, Bendahara TU,  Staff/Karyawan TU, Staff/Karyawan TU. 

Masa jabatan dapat diketahui dari masa kerja selama responden mendapat tugas sebagai 

pengelola keuangan di sekolah tersebut. 

Pengalaman responden juga menjadi pertimbangan dalam memilih responden.Pengalaman 

responden dalam bekerja dibidangnya yakni 2-10 tahun. 

Data ini didapatkan melalui obsevasi langsung, yakni dengan mengetahui data jumlah guru, TU, 

Pustakawan, dan laboran di SMKN 1 dan SMKN 2 Di Kota Argamakmur Bengkulu Utara. 

Data jumlah siswa di SMKN 1 dan SMKN 2 Bengkulu Utara Di Kota Argamakmur masih 

diperlukan untuk mengetahui secara rinci profil sekolah tersebut. 

Infrastruktur yang ada di SMKN 1 dan SMKN 2 Bengkulu Utara di Kota Argamakmur memiliki 

Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang TU, Ruang Kepala Sekolah, Laboratorium, Perpustakaan, dan 

Sanitasi. 

Pada sistem pengelolaan keuangan sekolah di SMKN 1  pihak yang terlibat yakni Kepala 

Sekolah, Bendahara, dan seluruh anggota Komite sekolah. Berdasarkan  hasil dari angket yang 

sudah disebarkan dan dijawab oleh Kepala Sekolah, Ketua Komite, Bendahara, beberapa staff TU 

didapatkan hasil bahwa para responden setuju bahwa Kepala Sekolah dan bendahara membuat 

rincian tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh kepala komite sekolah dan anggotanya. Tetapi pada 

penyataan, Kepala Sekolah menyatakan kinerja bendahara dan komite sekolah dalam bentuk 

pernyataan yang dapat di ukur, banyak dari responden yang menjawab tidak setuju. Lain hal dengan 

point kuisioner ke-3 seluruh responden menyatakan setuju bahwa Kepala Sekolah menetapkan 

standar/target pencapaian program kegiatan. 

Sama hal nya dengan seluruh responden menyatakan setuju pada pernyataan Kepala Sekolah 

menetapkan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan program kegiatan yang telah 

direncanakan.  

Lain hal dengan pernyataan Kepala Sekolah menetapkan sasaran setiap program kegiatan di 

sekolah untuk mengetahui aliran dana dari kas sekolah dan keuangan yang dikelola komite sekolah, 

para responden  menjawab tidak setuju. Sedangkan pada point terakhir para responden menyatakan 

setuju bahwa bendahara sekolah  tidak mengeluarkan dana tanpa sepengetahuan kepala Sekolah. 

Pada SMKN 1 Bengkulu Utara kuisioner yang sudah diselesaikan oleh para responden juga 

menjawab tentang proses pengawasan terhadap efektivitas keuangan sekolah. Berdasarkan  hasil 

jawaban  responden diketahui bahwa semua responden setuju jika Kepala Sekolah selalu melibatkan 
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bawahan dalam penyusunan anggaran. Sedangkan Kepala Sekolah melakukan refisi/koreksi 

anggaran dengan alasan yang logis para responden menjawab dengan pilihan netral. Pada point 

Kepala Sekolah selalu mendiskusikan anggaran yang akan disusun dan pengaruh usulan bawahan 

tercermin dalam usulan final seluruh responden menyatakan setuju.  

Pernyataan bahwa Kepala Sekolah selalu menilai kontribusi bawahan terhadap penyusunan 

anggaran dijawab oleh para responden tidak setuju. Kepala Sekolah selalu menerima usulan 

bawahan pada saat penyusunan anggaran dijawab tidak setuju oleh hampir semua responden, 

sedangkan pada point kepala komite sekolah ialah orang yang  kompeten dalam mengelola 

keuangan sekolah semua responden menyatakan setuju. 

Selain  karakteristik, responden  juga diminta untuk menjawab pernyataan tentang proses 

pengawasan terhadap efektivitas keuangan sekolah. Berdasarkan hasil jawaban responden di SMKN 

2 Bengkulu Utara diketahui bahwa semua responden setuju jika Kepala Sekolah selalu melibatkan 

bawahan dalam penyusunan anggaran. Sedangkan Kepala Sekolah melakukan refisi/koreksi 

anggaran dengan alasan yang logis para responden menjawab dengan pilihan tidak setuju. Pada 

point Kepala Sekolah selalu mendiskusikan anggaran yang akan disusun dan pengaruh usulan 

bawahan tercermin dalam usulan final seluruh responden menyatakan setuju.  

4.4. Karakteristik Pengolaan keuangan 

Berdasarkan  tabel diatas diketahui bahwa hasil jawaban responden pada kuisioner yang 

dibagikan dapat menerangkan bahwa Kepala Sekolah dan bendahara di SMKN 1 dan SMKN 2 

Bengkulu Utara di Kota Argamakmur sudah baik dalam membuat rincian tugas-tugas yang harus 

dikerjakan oleh kepala komite sekolah dan anggotanya dan juga Kepala Sekolah di SMKN 1 dan 

SMKN 2 Bengkulu Utara di kota Argamakmur  juga sudah menyatakan kinerja bendahara dan 

komite sekolah dalam bentuk pernyataan yang dapat di ukur. Tetapi, pada point pertanyaan 

selanjutnya diketahui hasil jawaban responden menunjukan bahwa Kepala Sekolah belum mampu 

menetapkan standar/target pencapaian program kegiatan. Hal ini terlihat dari kategori  hasil 

kuisioner yaitu pada kategori cukup. Di SMKN 1 dan SMKN 2 Bengkulu Utara di Kota 

Argamakmur diketahui juga bahwa Kepala Sekolah sudah menetapkan jangka waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan program kegiatan yang telah direncanakan. Pada sekolah yang di 

teliti diketahui bahwa Kepala Sekolah selalu memprioritaskan program kegiatan yang akan disusun. 

Pada pengelolaan  keuangan di SMKN 1 dan SMKN 2 Bengkulu Utara Di kota Argamakmur 

program  kegiatan selalu diutamakan oleh kepala sekolah. 

Hasil jawaban  responden pada point pertanyaan  lainnya juga menghasilkan kesimpulan pada 

kategori baik yakni Kepala Sekolah mampu menetapkan sasaran setiap program kegiatan di sekolah 

untuk mengetahui aliran dana dari kas sekolah dan keuangan yang dikelola komite sekolah. Selain 

Kepala sekolah Bendahara sekolah juga sudah tidak mengeluarkan dana tanpa sepengetahuan kepala 

Sekolah. Semua keputusan dikembalikan kepada kepala sekolah, ini diperkuat dengan hasil 

wawancara sumber-sumber keuangan sekolah di proleh dari pemerintah baik pemerintah pusat, 

daerah yang diperuntukan bagi kepentingan pendidikan. Pengeluaran sekolah yaitu biaya rutin guru 

dan non guru serta biaya operasional, pemeliharaan gedung fasilitas dan alat-alat pengajaran 

sementara biaya pembangunan gedung dan rehap gedung, penambahan furniture serta pengeluaran 

untuk barang-barang yang tidak habis pakai. 

Kepala sekolah belum secara penuh melibatkan bawahan dalam pengawasan, disebabkan oleh 

rendahnya tingkat kepercayaan kepala sekolah kepada bawahan, hal ini terlihat dari hasil kuisioner 
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yang menunjukan kategori cukup.  Begitu juga dengan Kepala Sekolah yang belum melakukan 

refisi/koreksi anggaran dengan alasan yang logis, baik di SMKN 1 maupun SMKN 2 Di Kota 

Argamakmur Bengkulu utara, berdasarkan hasil uji kuisoner diketahui kategori cukup. Berbeda 

dengan point pertanyaan pertama dan kedua, pada pertanyaan ketiga berdasarkan hasil kuisioner 

diketahui ada pada rentang kategori baik yang artinya bahwa  Kepala Sekolah selalu mendiskusikan 

anggaran yang akan disusun baik di SMKN 1 mapun SMKN 2 Bengkulu Utara di kota 

Argamakmur. Meskipun kepala sekolah selalu mendiskusikan anggaran yang akan disusun, tapi 

berdasarkan hasil kuisioner diketahui bahwa  usulan bawahan jarang  tercermin dalam usulan final, 

tetap usulan dari kepala sekolah menjadi dominan. 

Kepala Sekolah  tidak selalu menilai kontribusi bawahan terhadap penyusunan anggaran dalam 

berbagai bentuk kontribusi baik di SMKN 1 dan SMKN 2 Bengkulu Utara Di kota Argamakmur. 

Pada pernyataan lainnya juga terlihat bahwa Kepala komite sekolah tidak selalu orang yang  

kompeten dalam mengelola keuangan sekolah. Di SMKN 1 dan SMKN 2 Bengkulu utara di Kota 

Argamakmur komite sekolah diwakilkan oleh orang tua siswa/yang dianggap mampu mengemban 

tugas tersebut tanpa melihat latar belakang pengalaman kerja dan pendidikan sehingga hasil 

kuisioner dari para responden masih menunjukan kategori cukup. Pada materi pertanyaan terakhir 

yang harus dijawab responden pada variabel pengawasan pengelolaan keuangan didapatkan hasil 

yakni jika pengelolaan keuangan yang bermasalah, komite sekolah tidak segera mengkoordinasikan 

dengan Kepala sekolah. Hasil dari kuisioner menunjukan bahwa peran komite sekolah dan juga 

kerjasama dengan kepala sekolah tidakselalu baik dan masih butuh pengawasan yang lebih agar 

pengelolaan keuangan sekolah dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 

Pada variabel efektivitas pengelolaan keuangan diketahui bahwa kegiatan pengelolaan keuangan 

sekolah di SMKN 1 dan SMKN 2 Bengkulu Utara Di Kota Argamakmur belum mampu mencari 

sumber keuangan dan pembiayaan untuk sekolah sendiri dan juga belum mampu menghimpun atau 

menggalang dana sekolah melalui rencana kerja dan menjualnya kepada masyarakat untuk 

memperoleh dukungan dana, hal ini terlihat pada kategori akhir dari hasil kuisioner yakni cukup. 

Sedangkan pada point pertanyaan lainnya diketahui pada kategori baik sekali, yakni mampu 

melaksanakan penyusunan rencana anggaran peningkatan mutu sekolah melalui RAPBS secara 

terbuka dan melibatkan seluruh unsur sekolah baik di SMKN 1 maupun SMKN 2 Bengkulu Utara 

Di Kota Argamakmur. Dalam menggunakan dana sekolah secara terbuka kepada warga sekolah 

sesuai perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan visi dan misi organisasi di SMKN 1 

dan SMKN 2 Bengkulu utara Di kota Argamakmur sudah baik. Pada point pertanyaan terakhir 

proses audit terhadap penggunaan dana dan hasilnya dilaporkan kepada birokrasi/stakeholderssudah 

dilakukan dengan sangat baik oleh SMKN 1 maupun SMKN 2 Bengkulu Utara Di Kota 

Argamakmur. 

4.5. Pembahasan 

Pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah pada sekolah kejuruan, Hasil penelitian berdasarkan 

kuisioner yang disebar dan dijawab oleh para responden di SMKN 1 Bengkulu Utara dan juga di 

SMKN 2 Bengkulu Utara Di kota Argamakmur diketahui bahwa karakteristik keuangan sekolah 

dapat dinyatakan baik atau berjalan sesuai aturan. Hal ini dikarenakan responden banyak menjawab 

secara positif setiap point pernyataan yang ada pada kuisioner. 

Pada point-point karakteristik Kepala Sekolah dan bendahara membuat rincian tugas-tugas yang 

harus dikerjakan oleh kepala komite sekolah dan anggotanya, jawaban responden dari SMKN 1 
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Bengkulu Utara dan SMKN 2 Bengkulu Utara berbeda. SMKN 1 Bengkulu Utara menyatakan 

setuju, sedangkan responden dari SMKN 2 Bengkulu Utara tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 

Pada point ke-2, Kepala Sekolah menetapkan standar/target pencapaian program kegiatan kedua 

objek penelitian yakni SMKN 1 Bengkulu Utara dan SMKN 2 Bengkulu Utara menyatakan setuju, 

demikian juga untuk  pernyataan bahwa Kepala Sekolah menyatakan kinerja bendahara dan komite 

sekolah dalam bentuk pernyataan yang dapat di ukur dinyatakan semuanya setuju. 

Sedangkan pada point pernyataan bahwa  Kepala Sekolah selalu memprioritaskan program 

kegiatan yang akan disusun rata-rata responden menjawab kurang setuju, dan Kepala Sekolah 

menetapkan jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan program kegiatan yang telah 

direncanakan dijawab netral.  

Kepala Sekolah menetapkan sasaran setiap program kegiatan di sekolah untuk mengetahui aliran 

dana dari kas sekolah dan keuangan yang dikelola komite sekolah dijawab beragam, pada sampel 

penelitian dari SMKN 1 Bengkulu Utara dijawab dengan  netral sedangkan pada SMKN 2 Bengkulu 

Utara dijawab dengan tidak setuju. Pada point terakhir Bendahara sekolah tidak mengeluarkan dana 

tanpa sepengetahuan kepala Sekolah semua responden menjawab setuju. 

Sedangkan ada point pernyataan Kepala Sekolah selalu menerima usulan bawahan pada saat 

penyusunan anggaran SMKN 1 Bengkulu Utara cenderung menjawab netral sedangkan responden 

dari SMKN 2 Bengkulu Utara menjawab tidak setuju. 

Kepala Sekolah selalu menilai kontribusi bawahan terhadap penyusunan anggaran. Kepala 

Sekolah melakukan refisi/koreksi anggaran dengan alasan yang logis. Kepala Sekolah selalu 

mendiskusikan anggaran yang akan disusun. Pengaruh usulan bawahan tercermin dalam usulan 

final. Kepala komite sekolah ialah orang yang  kompeten dalam mengelola keuangan sekolah point 

ini dijawab setuju oleh semua responden. Jika ada pengelolaan keuangan yang bermasalah, komite 

sekolah segera mengkoordinasikan dengan Kepala sekolah di respon oleh semua responden dengan 

setuju. 

Hasil penelitian  melalui wawancara juga mendapatkan kesimpulan bahwa proses pengelolaan 

keuangan sekolah harus hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan, terarah dan 

terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan, terbuka atau transparan, dan sedapat mungkin 

menggunakan kemampuan/ hasil pendapatan dari dana yang sudah ditargetkan sebelumnya yang 

cukup memungkinkan. 

5. Kesimpulan 

Hasil penelitian terhadap karakteristik keuangan sekolah dan pengawasan terhadap efektivitas 

pengelolaan  keuangan studi kasus pada sekolah kejuruan di kota Argamakmur Bengkulu Utara, 

berdasarkan kuisioner yang disebar dan dijawab oleh para responden di SMKN 1 Bengkulu Utara 

dan juga di SMKN 2 Bengkulu Utara Di Kota Argamakmur diketahui bahwa : 

• Karakteristik keuangan sekolah dapat dinyatakan baik atau berjalan sesuai aturan. Hal ini 

dikarenakan responden banyak  menjawab secara positif setiap point pernyataan yang ada pada 

kuisioner. 

• Pengawasan pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan hasil kuisioner dapat disimpulkan 

berada pada kategori cukup, beberapa point pertanyaan masih menunjukan hasil bahwa perlu 

pengawasan lebih spesifik dalam pengelolaan keuangan di SMKN 1 Bengkulu Utara dan 

SMKN 2 Bengkulu Utara Di Kota Argamakmur. 
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• Hasil penelitian  melalui wawancara juga mendapatkan kesimpulan bahwa proses pengelolaan 

keuangan sekolah harus dilaksanakan dengan hemat, efisien setiap pengeluaran keuangan dan 

sesuai dengan kebutuhan, pengelolaan keuangan harus terarah dan juga terkendali sesuai 

dengan rencana awal, program/ kegiatan, harus bersifat terbuka atau transparan, dan sedapat 

mungkin menggunakan kemampuan/ hasil pendapatan dari dana yang sudah ditargetkan 

melalui rencana sebelumnya yang cukup memungkinkan, sehingga efektivitas pengelolaan 

keuangan dapat berjalan baik. 
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